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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah 

dalam penyajian laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) 

Kota Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Kedua, untuk 

mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengahadapi 

tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasi Akrual. Jenis penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan daam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, 

melakukan observasi dan identifikasi badan Laporan Keuangan PemerintahDaerah 

(LKPD) mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual Sesuai dengan peraturan 

pemerintah No 71 Tahun 2010. Kedua, menjelaskan mengenai laporan keuangan 

Pemerintah Kota Medan. Ketiga, menganalisis laporan keuangan sesuai dengan 

ketentuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Sesuai dengan peraturan 

pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Keempat, mengindentifikasi upaya dan solusi apa yang dilakukan pemerintah kota 

Medan dalam menghadapi tantangan penerapan SAP Berbasis Akrual. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan Pemerintah Kota Medan 

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual Pada Pemerintah 

Daerah. Kemudian, pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam 

pemerintahan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti, rendahnya 

SDM, resistensi perubahan, lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat 

kendala yang rumit seperti adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota 

Medan dapat mengatasinya dengan baik. 

 

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out with the first aim, to find out whether the Government 

Accounting Standards in presenting financial reports at the regional financial and 

asset agency (BKAD) of Medan City have used accrual-based accounting 

standards. Second, to find out how the Medan City Government is trying to face the 

challenges in implementing Accrual Based SAP. This type of research includes 

qualitative descriptive research by describing the results of the analysis. The data 

source in this research was obtained from the Regional Financial and Asset 

Management Agency (BPKAD) of the Medan City Government. The data collection 

techniques used in this research are observation, interviews and documentation. 

The data analysis technique used in this research is first, observing and identifying 

the Regional Government Financial Report (LKPD) body regarding the 

Implementation of Accrual-Based SAP in accordance with government regulation 

No. 71 of 2010. Second, explaining the financial reports of the Medan City 

Government. Third, analyze financial reports in accordance with the provisions for 

preparing Government Financial Reports in accordance with government 

regulation Number 71 of 2010, Accrual-Based Government Accounting Standards. 

Fourth, identify what efforts and solutions the Medan city government has taken to 

face the challenges of implementing Accrual-Based SAP. The results of this 

research indicate that the financial reports of the Medan City Government are in 

accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning 

Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation 

Number 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government 

Accounting Standards in Regional Governments. Then, the Medan City government 

can handle challenges in government in implementing accrual-based accounting, 

such as low human resources, resistance to change, the environment and society. 

Even though there are complicated obstacles such as the existence of an accounting 

system, the Medan City Government can overcome them well. 

 

Keywords: Government Accounting, Accrual Basis, Financial Reports 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu negara ingin memiliki sistem pemerintahan yang baik yang merupakan 

suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun 

negara sebagaimana yang mereka kehendaki (Sudaryati & Permana, 2020). Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus dapat mengolah sumber daya yang 

ada di negaranya, dan salah satu yang terpenting adalah bagaimana usaha 

pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sejak era reformasi yang dimulai 

pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era 

keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang 

berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan 

pada badan-badan pemerintah. 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami 

perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua 

Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada 

pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam 

mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran 

(Lamonisi, 2016). 
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Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong 

pemerintah mewujudkan suatu sistem tata kepemerintahan yang baik (good 

governance), dengan jalan mewujudkan pemerintah yang demokratis dan 

diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas 

sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan good governance memerlukan 

perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem 

yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, 

nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang 

terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Dalam mewujudkan suatu sistem 

tata kepemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya perubahan di 

bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan 

informasi keuangan untuk berbagai pihak. 

Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat 

yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (Langelo, Saerang, and 

Alexander 2015). Di Indonesia basis akuntansi yang berlaku meliputi basis akrual 

(accrual basic) yang dimana basis akrual adalah sebuah teknik pencatatan akutansi, 

yang pencatatan nya di lakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum 

diterima (Syarienda, dkk., 2019). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah 

menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Diterbitkannya Standar 

Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis 

akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2005 (Lasabuda, dkk., 2020). 

Penggantian Standar Akuntansi Pemeritahan ini menjadi perhatian khusus 

bagi pemerintahan karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas 

menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut 

kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, 

Kota/Kabupaten (Kema, 2013). Berlakunya Peraturan Pemerintah Negara Republik 

Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan 

besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas 

menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan 

pemerintah. 

Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, juga diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan 

informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam 

mengevaluasi kinerja (Lasabuda et al., 2020). Ketentuan mengenai pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud di 

dalam Undang - Undang Pemerintah Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, yaitu: 

a. Pasal 1 angka 13 yang isi nya “pendapatan negara adalah hak pemerintah 

pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” 

b. Pasal 1 angka 14 yang isinya “belanja negara adalah kewajiban pemerintah 

pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih” 

c. Pasal 1 angka 15 yang isinya “pendapatan daerah adalah hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” 
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d. Pasal 1 angka 16 yg isinya “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah 

daerah yang diakui pengurang nilai kekayaan bersih” 

Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. 

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 

dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berikut 

merupakan ketentuan Undang undang nomor 17 Pasal 36 Ayat 1 mengenai 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Adanya penetapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual adalah: SAP yang mengakui 

pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis 

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBB. 

Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera 

menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan 

selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 17 

tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan SAP. Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan 

keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh karena itu, 

sistem pencatatan single entry yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa 

diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan. 

Pada penelitian terdahulu bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
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Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual atas penyajian laporan keuangan 

mempunyai perubahan yang signifikan terkait dampak positif. Beberapa dampak 

yang timbul antara lain adalah penyajian ekuitas akhir diperoleh dari laporan 

perubahan penyusutan/amortisasi dapat dilakukan pada setiap pembelian untuk aset 

tetap dan aset tak berwujud, memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan 

sistem yang lebih terintegrasi antara petugas akuntansi dan petugas aset Badan 

Milik Daerah (Lasabuda, dkk., 2020). 

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas entitas dan badan 

pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang 

mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam penyejian laporan 

keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan 

keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan 

dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun 

fenomena yang terjadi setelah mengobservasi laporan keuangan pemerintah kota 

Medan tahun anggaran 2018 sampai 2019 telah mendapatkan opini WDP (Wajar 

Dengan Pengecualian) serta laporan keuangan tahun anggaran 2020 sampai 2022 

telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). 

BPK Sumut dalam paparan (https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-

opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/) menjelaskan ada beberapa 

faktor yang menghambat mengapa laporan keuangan pemerintah Kota Medan 

tahun anggaran 2018 sampai 2019 masih mendapatkan opini WDP oleh BPK: 

1. Lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern) 

2. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan 

https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/
https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/


6  

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah saat ini telah diamanatkan untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual termasuk Pemerintahan Kota Medan yang 

menjadi objek penelitian ini. Dengan adanya fenomena dan teori diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

menyimpulkan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

terhambatnya laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, sehingga mendapat opini 

WDP dari BPK. Hal tersebut disebkan karena lemahnya sistem pengendalian 

interna Pemerintah Kota Medan dan tidak patuh terhadap peraturan perundang-

undangan (https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-

opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/). 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan batasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah kota Medan 

dengan menggunakan data laporan keuangan anggaran tahun 2018 – 2022 yang 

sudah di unggah di website https://sumutprov.go.id. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/
https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/
https://sumutprov.go.id/
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Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan 

pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota Medan telah 

menggunakan standar akuntansi berbasis akrual?   

2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengahadapi tantangan 

tantangan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian 

laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota 

Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam 

mengahadapi tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasi Akrual. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu standar 

akutansi pemerintahan khusus nya di penyajian laporan keuangan daerah. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori 

yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata, mengetahui 

lebih dalam tentang penerapan standar akutansi pemerintahan berbasis akrual. 

b. Bagi Pemerintahan 

Dapat menjadikan solusi bagi pemerintahan khusus nya pemerintahan kota 

medan mengenai masalah-masalah yang terjadi dan menjadi solusi 

pengambilan keputusan mengenai penerapan SAP berbasis akrual ini. 

c. Bagi Universitas 

Dapat menjadi tambahan referensi sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau 

referensi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang berdasarkan referensi dari 

penelitian terdahulu (Rajab 2020) “Analisis Penerapan standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Kendari” sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan 

Keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”. 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada:  

1. Model Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan model penelitian 

deskriptif sedangkan ini menggunakan model penelitian Kualitatif Deskriptif. 

2. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel bebas, 

analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) penyajian laporan 
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keuangan pemerintah daerah (X2). Penelitian saat ini menggunakan hanya 

satu variabel atau tunggal yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual dalam penyajian laporan keuangan. 

3. Jumlah observasi/sampel (n): Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

sesuai dengan fakta dan kriteria. 

4. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2020 

Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian tahun 2023. 

5. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu di kota Kendari, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Meda 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Standar Akutansi Pemerintahan 

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas 

pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan 

proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan 

pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah, Fauzi, 2017). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip   akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP 

merupakan dasar persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Indonesia. Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan 

keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur 

tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus diakui dan 

bagaimana cara mengukur serta melaporkannya. 

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 

disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, standar Akuntansi Pemerintahan, 

yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2015). 
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Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah 

adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan 

yang terbuka, jujur, dan menyeluruh 12 kepada stakeholders. Kemudian manfaat 

selanjutnya adalah dapat memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran 

yang dibiayai melalui kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga 

dapat memberikan keseimbangan antar generasi serta untuk mengetahui apakah 

generasi mendatang juga ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan 

keuangan yang dihasilkan semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan 

kebijakan sumber daya (Satya, 2020).  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kerangka konseptual 

merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar 

Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi 

acuan bagi: 

1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. 

2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang 

belum diatur dalam standar. 

3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

disusun sesuai dengan standar. 

4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan 

pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah 

akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Terjadinya 
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pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar 

diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, 

konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar 

akuntansi pemerintahan dimasa depan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lingkungan akuntansi 

pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah: 

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap 

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 

2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: 

1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 

2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar 

pemerintah. 

3)  Adanya pengaruh proses politik. 

4) Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. 

b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:  

1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan 

sebagai alat pengendaliannya. 

2) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 

3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. 
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2.1.2 Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam 

menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan 

keuangan yang baik. Hal ini karena merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab 

kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai 4 

basis akuntansi yang digunakan. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan 

salah satu tuntutan dari pelaksanaan New Public Management (NPM). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.” 

Dikutip dari jurnal “Evaluasi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 

Akrual Pada Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan Gondol 

Kabupaten Buleleng” Purnama, Purnamawati, dan Putra Yasa (2017) “Akuntansi 

berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan 

peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan.” 

Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai 

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi 
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yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pertanyaan 

pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah dalam 

mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul.” 

Menurut Hoesada, Jan (2015) Basis akrual murni, yaitu proses akuntansi 

berbasis akrual sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Akrual tanpa 

modifikasi basis apapun. Pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu 

memerhatikan penerimaan kas dan beban diakui saat terjainya beban tanpa perlu 

memerhatikan pembayaran dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul waktu 

dibayar. 

Menurut Mahmudi (2011) akuntansi berbasis akrual merupakan Teknik 

pencatatan akuntansi yang secara luas dipergunakan pada organisasi bisnis. 

Akuntansi berbasis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, yaitu ketika 

sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan diterima atau 

dikeluarkan kas nya.  

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal ayat (8) 

langsung menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, yaitu 

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan 

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan bisnis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD, Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan 

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat 

kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau dibayar. SAP berbasis 

akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, 
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pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau 

daerah, jika menurut peraturan perundang– undangan satuan organisasi dimaksud 

wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan 

dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi 

dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual 

dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010. 

 

“Latar Belakang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual” Dikutip dari 

jurnal “Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan” 

Permana (2016) latar belakang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 

mengingat sejak 2005 sampai 2014 aplikasi SAI telah digunakan oleh 

Kementerian Negara atau Lembaga dalam menyusun Laporan Keuangannya, 

sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi 

tersebut. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi 

akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi 

laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI (SAK dan 

SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini.” 

Dikutip dari jurnal “Menelusuri Akuntansi Realisasi pada Satuan Kerja 

(Satker) Pemerintah Pusat pada Aplikasi SAIBA” Mukhtaromin (2014) dasar 

hukum yang dipakai dalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, yaitu: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi 
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Pemerintahan. 

2) “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

3) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. 

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Bagan Akun Standar. 

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah 

Pusat. 

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Pusat. 

Menurut Modul Proses Bisnis Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis 

Akrual Mahkamah Agung (2015), Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi 

SAI berbasis Kas menuju Akrual. Bisnis proses aplikasi dimulai dari perekaman 

dokumen baik secara manual maupun secara elektronik dan akan membentuk 

jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan 

diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan dalam 

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagian besar sama dengan 

dokumen akuntansi yang digunakan pada basis CTA, seperti: DIPA Petikan 

Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat 

Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Memo Jurnal penyesuaian. 

Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi. 

Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen eksternal. 

Dokumen internal merupakan: dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi 

(satuan kerja) untuk merekam data yang sumbernya dari dalam atau tidak ada 

bukti dari pihak eksternal. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual 
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khususnya untuk pencatatan pendapatan dan beban akrual dokumen akuntansi 

yang diperlukan lebih lengkap. 

Data yang diproses meliputi data saldo awal neraca atau data realisasi 

anggaran periode sebelumnya, data anggaran berupa anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja, transaksi tahun 

berjalan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi akrual meliputi 

pendapatan dan beban akrual, dan transaksi lainnya. Transaksi lainnya antara lain 

meliputi transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi pendapatan dan beban, 

seperti terjadinya reklasifikasi pos-pos pada neraca. Dokumen sumber selain 

diproses dengan jurnal kas pada buku besar kas juga diproses dengan jurnal akrual 

pada buku besar akrual. Pencatatan pada jurnal kas akan diposting ke dalam buku 

besar kas untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pencatatan 

pada jurnal akrual akan diposting kedalam buku besar akrual dan dilakukan 

penyesuaian untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE) dan Neraca. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual 

dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 

(SAIBA) khususnya untuk Instansi Pemerintah yakni Pengadilan Negeri Dapat 

digambarkan dalam tabel berikut: 

Gambar 2.1 Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi 
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 

sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan 

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi 

dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.  

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan rugi-laba (Yanti, 2020). 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi 

pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada 

publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini setiap tahunnya 
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diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan 

(BPK), ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dan berkualitas (Kartoprawiro & Susanto, 2018). 

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan 

informasi yang memiliki kebermanfaatan bagi orang-orang yang berkepentingan 

maupun masyarakat pada umunya dalam mendorong prinsip-prinsip akuntabilitas 

seperti informasi tentang jumlah sumber daya keuangan yang digunakan dalam 

kegiatan pelaporan dan hasil yang diperoleh (Farida & Nugraha, 2019). Tujuan 

utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Artinya, laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi 

mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh management 

perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. 

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, 

maka kegiatan analisis ini membutuhkan Teknik atau cara tertentu yang tepat 

supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan 

pengambil keputusan. Dalam penyajian laporan keuangan yaitu terdapat beberapa 

komponen- komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang terdiri 

dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga seluruh 
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komponen menjadi sebagai berikut (Pernyataan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010, Paragrap 14):  

1. Laporan Realisasi Anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan 

keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan 

anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Berbasis Akrual. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan 

yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan dengan 

pos-pos berikut ini: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan 

e. Lain-lain 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

3. Laporan Neraca. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual, Neraca 

adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

4. Laporan operasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan 
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Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan pos-pos seperti 

Pendapatan-LO, beban, transfer, pos luar biasa dan surplus/defici. 

5. Laporan Arus Kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan 

Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan 

saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar 

kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 

transitoris. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

ekuita awal, surplus/deficitLO, koreksi kesalahan serta ekuitas akhir. 

7. Catatan Atas Laporan. Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam 

memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. 

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut: 

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro 

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- 

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkannya atas transaksi- 

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 
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muka laporan keuangan 

f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi pemerintah 

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi 

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan 

dalam lembar muka laporan keuangan. 

 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan 

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar 

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami 

laporan keuangan yang disajikan. Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual yaitu: 

1. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan 

pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan laporan 

keuangan. 

2. Nilai Historis 

Nilia historis merupakan salah satu dari beberpan nilai penting dalam suatu 

karya sastra.  

3. Realisasi (realization) 

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai suatu yang direncanakan atau 
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diharapkan. Dalam bidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu 

konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi kas atau piutang melalui 

tahapan penjualan. 

4. Subtansi Mengungguli Bentuk Formal (substance over form) 

Substansi mengungguli bentuk (subs- tance over form) dikenal sebagai salah 

satu asumsi dasar dalam akuntansi keuangan.  Pada laporan keuangan, 

substansi mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang 

sesungguhnya terjadi sedangkan bentuk menunjukkan keadaan nya ditinjau 

dari sudut hukum. 

5. Periodisitas (periodicity) 

Periodisitas adalah asumsi akuntansi yang dibuat oleh akuntan sehingga 

aktivitas perusahaan yang kompleks dan berkelanjutan dapat dibagi menjadi 

jumlah tahunan, triwulanan, dan bulanan yang akan dilaporkan pada laporan 

keuangan masing-masing. 

6. Konsistensi (consistency) 

Konsisten merupakan kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai 

sesuatu berhasil tercapai. 

7. Pengungkapan Lengkap (full disclosure) 

Merupakan laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

8. Penyajian Wajar (fair presentation) 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-a-financial-statement
https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-a-financial-statement
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prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak 

dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu 

rendah. 

 

 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi secara ringkas penelitian- 

penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti/Tahun 
Judul 

Variabel 

X 

Variabel 

Y 

Model 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Erlita D. S. 

Ranuba, Sifrit 

Pangemanan, 

Sherly Pinatik 

(2015) 

Analisis kesiapan 

penerapa n standar 

akuntans i pemerint ah 

berbasis akrual berdasar 

kan PP No. 71 Tahun 

2010 pada DPKPA 

Minahas a Selatan 

Analisis 

kesiapan SAP 

Berbasis 

Akrual 

berdasark an 

PP No. 71 

Tahun 2010 

Kualitatif DPKPA selalu pengelola 

keuangan daerah 

kabupaten Minahasa 

selatan sudah siap 

terhadap penerapan SAP 

berbasis akrual, hanya 

saja peran DPKPA 

sebagai SKPKD masih 

memiliki hambatan yaitu 

SDM yang tidak 

memiliki pendidikan 

dasar dibidang akuntansi 

2 Friska Langelo, 

D. P. E. Saerang 

S. W. Alexa 

(2015) 

Analisis Penerapa n 

standar akuntansi pemerint 

ahan berbasis akrual 

dalam penyajian laporan 

keuangan pada pemerint 

ah kota Bitung 

Penerapa n 

standar 

akuntans i 

pemerint 

ahan 

berbasis 

akrual 

Penyajian 

laporan 

keuangan 

Deskriptif Pemerinta h kota bitung 

belum menerapka n PP 

No. 71 tahun 2010 tetapi 

telah sesuai dengan PP 

No. 24 Tahun 2005 yaitu 

mengguna kan Basis Kas 

menuju akrual, dan juga 

terdapat perangkat 

pendukug yang belum 

Teruji. 

3 Cristy Soputan, 

Jullie. J. 

Sondakh, Steven 

Tangkuman 

(2015) 

Penyajia n laporan 

keuanga n pemerint ah 

berdasar kan PP No. 71 

Tahun 2010 tentang 

standar akuntans i 

pemerint ahan di provinsi 

Sulawesi Utara 

Penyajia n 

laporan 

keuanga n 

Berdasar kan PP 

No. 71 Tahun 

2010 tentang 

standar 

akuntansi 

pemerint ahan 

Deskriptif Pemerintah provinsi 

Sulawesi Utara belum 

menerapka n PP No. 71 

tahun 2010 tetapi 

pemprov Sulawesi Utara 

telah siap untuk 

menerapka n SAP PP No. 

71 Tahun 2010 



25  

 

No 
Nama 

Peneliti/Tahun 
Judul 

Variabel 

X 

Variabel 

Y 

Model 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

4 Selvina Sitorus, 

Lintje Kalange, S. 

K. Walandouw 

(2015) 

Analisis kesiapan 

penerapa n standar 

akuntans pemerint ah 

berbasis akrual berdasar 

kan PP No. 71Tahun 

2010 pada dinas 

pendapat an pengelolaan 

keuanga n dan barang 

mili daerah kota 

tomohon 

Analisis 

kesiapan 

penerapan 

SAP 

berbasis akrual 

berdasark an 

PP No. 71 

Tahun 2010 

pada dinas 

pendapat an 

pengelola an 

keuangan dan 

barang 

Kualitatif 

Interpretat if 

Pengelola keuangan kota 

tomohon belum memiliki 

kesiapan dalam 

penerapan SAP berbasis 

akrual dikarenakan 

penempata n SDM 

yang tidak tepat sesuai 

latar belakang 

pendidikan yang dimiliki 

5 Salamantul Afiah 

Annindah. A. 

Arsy (2021) 

Analisis penerapa n 

standar akuntansi 

pemerint ahan (PSAP) 

pada pusat kesehatan 

masyara kat cibugel 

kabupate n Sumedan g 

Analisis 

penerapan 

SAP 

Pada pusat 

kesehatan 

masyarak at 

Kualitatif 

deskriptif 

Laporan keuangan 

puskesmas Cibugel telah 

menerapkan PSAP No. 

13 namun belum 

sepenuhny a diterapkan 

karena masih terdapat 

beberapa komponen 

laporan keuangan yang 

belum sesuai dengan 

aturan yang tertuang 

dalam PSAP No. 13 

6 Ezra Paula 

Mentu, Julie, J. 

Sondakh (2016) 

Penyajian laporan 

keuangan daerah sesuai 

peraturan pemerint ah No. 

71 Tahun 2010 tentang 

standar akuntansi 

pemerintahan pada dinas 

pendapat an daerah dan 

dinas sosial provinsi sulut 

Penyajia n 

laporan 

keuanga n 

Sesuai 

peraturan 

pemerintah No. 

71 Tahun 2010 

tentang standar 

akuntansi 

pemerintahan 

Deskriptif Dinas pendapata n daerah 

dan dinas sosial provinsi 

Sulawesi Utara belum 

menerapkan PP No. 71 

Tahun 2010 



26  

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir penelitian ini didukung oleh teori umum (grand theory) 

yang berfokus pada pemerintahan ketika menyajikan informasi akuntansi, bisa 

secara langsung atau tidak langsung. Standar akuntansi merupakan pedoman dan 

landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Wijaya (2008), Standar 

Akutansi Pemerintah (SAP) merupakan Standar Akutansi pertama di Indonesia 

yang mengatur mengenai Akutansi pemerintah Indonesia. Sehingga dengan 

adanya standar ini, maka pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil 

dari proses akutansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara 

pemerintah dengan Stake Holders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara 

yang transparan dan akuntabel. 

Menurut Wikiapbn (2015) menyebutkan Standar Akutansi Pemerintah 

daerah (SAP) adalah perinsip perinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Laporan keuangan 

pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Menurut Sinaga dan Faradillah 

(2013), Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk 

menyatakan persepsi antara penyusun, pengguna, auditor dan merupakan acan 

wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan. 

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini 

termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan 

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 
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terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, 

manajemen, transparansi, keseimbangan antaragenerasi dan evaluasi kinerja. 

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu standar akutansi yang menjelaskan 

mengenai komponen suatu laporan keuangan, penyajian yang wajar, dan konsep 

akuntansi yang fundamental kebijakan suatu pengungkapan, serta struktur dari 

laporan keuangan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 (8) SAP Basis 

Akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui ekuitas, utang, aset, 

beban, dan pendapatan dalam pelaporan keuangan berbasis akrual serta mengakui 

pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 

berdasarkan basis yang di tetapkan dalam APBN/APBD. Permendagri Nomor 64 

tahun 2013 Pasal 1 (10) menjelaskan basis akrual adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim 

dan kusufi (2012), basis akrual (accrual basis) adalah dasar akuntansi yang 

mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan). 

Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan 

diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Kemudian Halim dan 

Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa, basis akrual mampu memenuhi tujuan 

pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut 

adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Dari landasan teori singkat tersebut 

dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Muchtar (2013) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang 

digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian 

pada satu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan desain dan jenis penelitian 

Kualitatif Deskriptif karena dan penelitian ini lebih menggambarkan mengenai 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran pustakawan dalam 

meningkatkan kualitas layanan repositori yang ada di Perpustakaan Perguruan 

Tinggi pada Perpustakaan Indonesia. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana  Lubis No. 

2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari bulan November 2023 sampai 

dengan selesai. berikut adalah rincian waktu penelitian yang dilakukan penulis 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Penelitian 
 

No 

 

Kegiatan 

Tahun 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

1 Pengajuan Judul         

2 Penyusunan Proposal        

3 Seminar Proposal         

4 Perbaikan/Acc Proposal         

5 Pengolahan Data         

6 Penyusunan Skripsi         

7 Bimbingan Skripsi         

8 Seminar Hasil         

9 Sidang Meja Hijau         

Sumber: Penulis, 2024 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang yang menjadi 

subjek penelitian ini yang mana di antara nya kepala bidang pembukuan serta staf- 

staf yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Pemerintah Kota Medan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data Kualitatif 

yang dimana data Kualitatif diperoleh berupa informasi secara lisan dan tulisan 

mengenai suatu keadaan objek penelitian dan informasi data keuangan dan 

tantangan-tantangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. 

3.4.2 Sumber Data 

Adapun sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu terdapat dua 

sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder, pada sumber 

data primer pada penelitian ini merupakan wawancara langsung terhadap kepala 

bagian pembukuan akuntansi beserta jajaranya yang bekerja di BPKAD Kota 
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Medan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Medan. 

3.5 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

Pada Penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penyajian Laporan Keuangan Kota Medan. 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Operasional Indikator 

Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Prinsip Akuntansi 

Pemerintah No. 71 

Tahun 2010 wajib 

diterapkan dalam 

penyusunan serta 

penyajian laporan 

keuangan pemerintah 

 

Sumber: (Ailen Safitri, 

2017) 

1. Tersedianya SDM yang 

kompeten dibidangnya 

2. Sistem akuntansi dan 

Informasi Teknologi (IT) 

Based System 

3. Komitem dari pimpinan 

4. Lingkungan/masyarakat 

 

Sumber: (Simanjuntak, 2010) 

Penyajian Laporan 

Keuangan Kota Medan 

Suatu penyajian 

terstruktur dari posisi 

keuangan kinerja 

kuangan, dan harus kas 

suatu entitas. 

Unsur yang berkaitan 

langsung dengan 

ukuran posisi keungan 

dalam laporan posisi 

keuangan adalah aset, 

liabilitas, dan ekuitas 

 

Sumber: (Raja Adri 

Satriawan Surya, 

2012:16) 

1. Laporan laba rugi 

2. Laporan peurbahan 

ekuitas 

3. Neraca 

4. Laporan Arus Kas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Kasmir, 2012:27) 

Sumber: Peneliti, 2024 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah Teknik atau cara sesorang 

dalam melakukan pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan dari 

penelitian yang diambilnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang 
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dilakukan. Ada tiga teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya: 

3.6.1 Observasi 

Menurut Riyanto (2010) “Observasi merupakan metode pengumpulan data 

yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung “. 

Menurut Rahmadi (2011) dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai 

cara cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang di teliti secara 

langsung. 

3.6.2 Wawancara 

Menurut Afifuddin (2009) wawancara adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Menurut Rahmadi (2011) wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di 

wawancarai. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrument wawancara untuk 

mendapatkan hasil. 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki 

benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Rahmadi (2011) teknik 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah 

dokumen (formasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun 

dokumen terekam. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 
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deskriptif. Yang dimana data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) dianalis dengan kalimat yang menjadi dasar acuan dari teori-teori 

pendukung yang berkaitan dengan permasalahan. 

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan observasi dan identifikasi badan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual Sesuai dengan 

peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010. 

2. Menjelaskan mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Medan. 

3. Menganalisis laporan keuangan sesuai dengan ketentuan penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintahan Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Yaitu:   

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Laporan Neraca 

d. Laporan Operasional (LO) 

e. Laporan Arus Kas 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan 

4. Mengindentifikasi upaya dan solusi apa yang dilakukan pemerintah kota 

Medan dalam menghadapi tantangan penerapan SAP Berbasis Akrual. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian 

a. Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan 

Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Republik Indonesia 

melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dimana reformasi 

ini dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan penggantian peraturan perundang- 

undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintah kolonial. 

Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu melalui satuan kerja pengawasan 

dan secara eksternal yaitu keterlibatan masyarakat dan pengelolaan keuangan 

negara, maka untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban pemerintahan secara 

transparan atas penggunaan pajak yang bersumber dari masyarakat. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah (BPKAD) Kota 

Medan mengungkapkan sebagai pendukung penerapan pelaksanaan good 

governance maka dapat dilakukan dengan cara: 

1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum 

2) Penataan Kelembagaan 

3) Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara 

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan 
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b. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan 

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD Kota Medan) yaitu 

“mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerag yang produktif, 

transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan kapasitas viskal daerah yang sejalan 

denngan kebutuhan viskal daerah.  

Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD Kota Medan) adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan produktifitas, transaparansi, dan akuntabilitas pengelola 

keuangan daerah / barang daerah. 

2) Intensifikasi pendapatan daerah 

c. Bagan dan Struktur Organisasi BKAD Kota Medan 

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari 

hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan wewenang 

dan tanggung jawab dalam system kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai bersama. Berikut ini deskripsi tugas BPKAD Kota Medan: 

1. Kepala BPKAD 

Tugas Kepala BPKAD adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah 

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah 

dibidang pengelolaan keuangan daerah 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang pengelolaan keuangan. 

 

 



36 
 

 

 

2. Sekretariat 

Tugas sekertariat adalah sebagai berikut: 

a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariatan 

b) Pengkoordinasi penyusunan prencanaan program Badan Pengelola 

c) Keuangan Aset Daerah 

d) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan 

BPKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan 

kerumahtanggaan BPKAD, dll. 

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya: 

a. Sub Bagian Umum 

Tugas Sub bagian umum adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum 

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum 

3) Pengelolaan hubungan masyarakat, dll. 

b. Sub Bagian Keuangan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok 

dalam melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup pengelolaan 

administrasi keuangan. 

c. Sub Bagian Penyusunan Program. Sub bagian penyusunan program 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada sekretaris. 

3. Bidang Perbendaharaan 

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan 

sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkup 

gaji, belanja verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan membawahi beberapa 
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sub bagian, yaitu: 

a) Sub Bidang Gaji. Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam 

melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharan dalam lingkup gaji. 

b) Sub Bidang Belanja. Sub Bidang Belanja dipimpin oleh kepala sub bidang 

yang berada dibwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

c) Sub Bidang Verifikasi dan Kas Sub Bidang Verifikasi dan Kas memiliki 

tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. 

4. Bidang Anggaran 

Bidang anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas 

BPKAD dalam lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. Bidang anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu: 

a) Sub Bidang Pendapatan. Sub bidang pendapatan meiliki tugas pokok 

dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup 

pendapatan dan pembiayaan. 

b) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung. Sub bidang belanja tidak langsung 

memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagaian tugas bidang 

anggaran dalam lingkup belanja tidak langsung. 

c) Sub Bidang Belanja Lngsung. Sub bidang belanja langsung memiliki tugas 

pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup 

belanja langsung. 

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin olehkepala su bidang yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi dan 
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pelaporan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas BPKAD 

dalam lingkup akuntansi dan pelaporan. 

Gambar 4.1 Bagan dan Struktur Organisasi Bada 

 Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 

Sumber: Kantor BKAD Kota Medan 

 

4.1.2 Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010 

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 (1) PP Nomor 71 Tahun 2010, 

menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara 

bertahap. Kemudian penghapusan SAP berbasis kas menuju akrual yang telah 

berganti pada penerapan SAP berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015 yang 

sesuai dengan munculnya PP Nomor 71 Tahun 2010. 
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Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah penerapan 

standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan telah sesuai dengan PSAP 

Nomor 01 mengenai laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 

2010 tentang SAP berbasis Akrual? Hal tersebut telah dipaparkan oleh kepala 

bagian pembukuan pemko Medan: “Laporan keuangan kami sudah berbasis 

akrual sejak tahun 2015.” (Wawancara M Sayuti, 2023) 

Dari hasil pemaparan informan diatas serta dokumen laporan keuangan 

pemerintah kota Medan yang di dapat oleh peneliti, basis akuntansi yang 

digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh 

pemerintah kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi 

Pemerintah 01 paragraph 14. Setiap entitas daerah memiliki siklus akuntansi, 

berikut ini dapat dilihat siklus akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi 

laporan keuangan. 

Gambar 4.2 Siklus Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://klc2.kemenkeu.go.id 

a. Proses Pengumpulan Data (Dokumen Sumber) 

Bukti Transaksi  Jurnal  Buku Besar   

Jurnal 

Penutup 

Neraca Saldo 

Sebelum Penyesuaian 

Penyesuaian 

Laporan 

Keuangan 

Neraca Saldo 

Setelah Penyesuaian 
Neraca Saldo 

Setelah Penutupan 

Ayat Jurnal 

Pembalik   
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Dokumen sumber merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan 

pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data) serta dokumen yang berisi tentang 

informasi transaksi keuangan. Dokumen sumber pengakuan pendapatan-LO terdiri 

dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD), surat tanda setoran, dan nota kredit/bukti transfer bank sedangkan 

dokumen sumber pengakuan beban, terdiri dari surat tagihan dan berita acara serah 

terima barang lalu dokumen sumber pengakuan pendapatan-LRA terdiri dari Surat 

Tanda Setoran (STS) untuk pendapatan asli daerah dan nota kredit/bukti transfer 

bank untuk pendapatan dana perimbangan kemudian dokumen sumber pengakuan 

belanja yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL 

untuk belanja pegawai barang dan jasa, dan belanja modal selanjutnya dokumen 

sumber untuk transaksi lainnya yang terdiri dari rekapitulasi gaji untuk potongan 

PFK, STS PFK, Rekapitulasi penyusutan asset tetap, rekapitulasi penyisihan 

piutang, bukti memorial penyesuaian akhir tahun, dan SK penghapusan aset tetap. 

Penyataan diatas menjabarkan tentang siklus pertama dalam pembuatan laporan 

keuangan di Pemerintah Kota Medan. 

b. Pencatatan Transaksi 

Proses pencatatan transaksi adalah proses dimana dokumen sumber dijadikan 

sebagai pedoman dalam mencatat di buku jurnal. Buku jurnal yang 

diselenggarakan yaitu buku jurnal transaksi, buku jurnal penyesuaian dan buku 

jurnal penutup. 

c. Pengklasifikasian 

Pengklasifikasian adalah proses dimana seluruh transaksi dibuku jurnal di 

posting kebuku besar dan buku pembantu di sub sistem masing-masing. 



41 
 

 

 

 

d. Pengikhtisaran 

Pengikhtisaran adalah proses dimana penyusunan kertas kerja mulai dari 

neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah 

penutupan. 

e. Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun pada akhir tahun anggaran maupun periode- 

periode tertenu, berikut proses akuntansi keuangan daerah:  

Gambar 4.3 Siklus Akuntansi Pokok 

 

Sumber: www.keudakemendagri.go.id 

Gambar di atas menunjukkan bagaimana cara pembuatan laporan keuangan 

disetiap daerah, seperti di pemerintah Kota Medan agar laporan yang dihasilkan 

menjaid transparan dan akuntabel serta dipahami oleh pengguna laporan keuangan 

dan masyarakat. 
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Adanya siklus akuntansi yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kota 

Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2010, berikut ini contoh transaksi dan penjurnalan berbasis akrual di 

Pemerintahan Kota Medan: 

 

4.1.3 Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 

Perlu adanya upaya dan kerjasama dari berbagai pihak yang membuat 

keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan dengan menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehubung dengan rumusan masalah 

yang akan menjawab mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi dalam 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dipemerintahan Kota 

Medan, yaitu: 

a. Komitmen dari Pimpinan 

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 

perubahan terutama perubahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis 

akrual. Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari 

pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari Kepala Bidang 

Pembukuan Pemerintah Kota Medan, Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM. “Kita 

disini komit ya untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual ini, kalau dukungan 

dari atasan kita sering melakukan komunikasi dengan kementrian keuangan, 

kementrian dalam negri untuk melakukan pembelajaran kesana, jadi kita sering 

melakukan pengiriman beberapa staff atau pejabat khususnya dibidang akuntansi 

untuk pembelajaran kesana”(Wawancara M Sayuti, 2023). 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen yang 

dilakukan oleh pimpinan di Pemerintahan di Kota Medan sangat efektif dan efisien 

sehingga dapat terlaksananya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara 

penuh. 

 

b. Tersedianya SDM yang Kompeten 

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat 

memerlukan SDM yang memiliki kompetensi khususnya dibidanng akuntansi 

pemerintahan agar terwujudnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

Dalam penerapan SAP berbasis akrual SDM yang kompeten sangat 

berpengaruh dapat terlaksanya penerapan tersebut, berikut ini pemaparan yang 

disampaikan oleh kepala bidang pembukuan Muhammad Sayuti Harahap, SE. 

MM,” kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko medan saya katakan nilainya 8 

dari 10 sudah cukup baiklah tingkat pemahaman SDM disini, terakhir tahun 

sebelum pemberlakuan penyusunan laporan keuangan di Pemko Medan kita sudah 

melakukan BIMTEK, ya untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKP disini dinamakan 

untuk kasubak keuangan atau penata usaha kuangannya, kita buat kasub bendahara 

penerimaan dan pengeluaran sudah kita lakukan pelatihan sih, hanya beberapa 

tahun ini kita tidak melakukan BIMTEK ya, hanya kita sifatnya melakukan 

pendampingan bukan BIMTEK atau diklat. Karena setiap SKPD melakukan 

pendampingan dalam peyusunan laporan keuangan.”(Wawancara M Sayuti, 

2023). 

 

c. Sistem Akuntansi dan Information Teknology (IT) Based System 
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Sistem Akuntansi adalah sistem yang diperlukan oleh pihak pemerintahan 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Kompleksitas implementasi penerapan 

akuntansi berbasis akrual yang membuat sistem Information Teknology (IT) Based 

System menjadi lebih rumit. Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah 

berbasis akrual berpengaruh dengan perubahan sistem akuntansi berbasis kas 

dengan berbasis akrual, berikut ini pemaparan dalam penerapan sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual sangat berpengaruh dengan perubahan sistem akuntansi 

berbasis kas dengan berbasis akrual. 

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan 

Pemerintah Kota Medan Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM, “Masalah sistem 

informasinya sampai saat ini pemko Medan masih memakai aplikasi SIMDA 

dalam pengelolaan data keuangannya serta sistem penggajiannya. Jadi untuk saat 

ini, ya apapun yang kendala ataupun terkait dengan sistem kita selalu komunikasi 

dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), jadi kendala-kendala 

disini tidak terlalu besar hanya beberapa item saja dan tidak terlalu rumit juga 

untuk dipahami oleh SDMnya walaupun ada beberapa SDM juga yang kurang 

memahami sistem informasi akuntansi ini.” Berdasarkan hasil dari wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem informasi akuntansi berbasis 

akrual tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi pemerintak Kota Medan, 

karena selalu berkomunikasi dengan BPKP untuk mengurangi kendala-kendala 

yang ada. 

Sehingga SDM dipemerintah kota Medan dapat dengan mudah memahami 

sistem akuntansi berbasis akrual dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Kemudian aplikasi yang digunakan oleh BKAD kota Medan adalah SIMDA 
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(Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang berguna mendorong pelaksanaan tata 

kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pmerintah daerah menuju terwujudnya 

Good Governance. 

Laporan keuangan dibuat oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan 

seperti yang tertuang pada Peratiuran Pemerintahan Nomor 71 Tahun paragraf 60 

adalah: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

3) Laporan Operasional (LO) 

4) Neraca 

5) Laporan Arus Kas (LAK) 

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Secara manual atau menggunakan aplikasi komputer proses pembukuan 

tetap sama, yaitu dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan telah disajikan menggunakan 

aplikasi SIMDA, namun terdapat proses dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh fungsi pembukuan atau akuntansi agar laporan tersaji secraa akurat 

dengan menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Fungsi 

pembukuan pada SKPD yaitu: 

1) Pencatatan Transaksi Jurnal/Jurnal Akrual 

2) Pencatatan Transaksi Penyesuaian Pendapatan 
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3) Input Saldo Awal 

4) Posting Data 

5) Ekspor/Impor Saldo Awal dan Posting Jurnal 

6) Laporan Keuangan 

Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang digunakan BKAD 

Kota Medan dalam pengelolaan data keuangannya: 

Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi SIMDA 

 

Sumber: http://www.bpkadsumut.go.id 

d. Resistensi Terhadap Perubahan 

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa 

dengan sistem yang lama akan enggan mengikuti perubahan yang baru, untuk itu 

penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui 

sosialisasi. 

Dalam penerapan SAP berbasis akrual perlunya kebijakan-kebijakan 

akuntansi ditetapkan agar tercapainya hal tersebut, berikut ini pemaparan yang 

disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan di Pemerintahan Kota Medan 

Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM., “Kebijakan akuntansinya telah kami 

disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang penatausahaan keuangan 

berbasis akrual dan telah kami sesuaikan dengan kebijakan akuntansi kami disini, 
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terakhir diubah perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kebijakan 

akuntansi Pemerintah Kota Medan perubahan kedua atas perwalikota Medan 

Nomor 24 Tahun 2014.” (Wawancara M Sayuti, 2023). 

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang telah tertuang pada 

peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah 

daerah, sebagaimana perubahan yang tertuang dalam peraturan walikota Medan 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Medan 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan. 

 

4.1.4 Penyajian Laporan Keuangan PSAP Nomor 01 Pemerintah Kota 

Medan 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Pedoman yang dipakai untuk menganalisis laporan realisasi anggaran 

dipemerintah Kota Medan adalah PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan 

keuangan terdapat 5 paragraph di PSAP 01 yang mengatur mengenai laporan 

realisasi anggaran yaitu paragraph 35, paragraph 36, paragraph 37, paragraph 38, 

dan paragraph 39 serta sebanyak 39 paragraph. Dari hasil analisis laporan realisasi 

anggaran dipemerintahan Kota Medan terdapat 5 paragraph yang sesuai dengan 

penyajian laporan keuangan di PP Nomor 71 Tahun 2010. 

Diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan 
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yaitu sebesar Rp.6.522.123.770.774,00. Tetapi realisasi yang dicapai pemerintah 

Kota Medan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.023.080.346.608,29, kemudian di 

tahun 2022 menjadi Rp.5.499.340.586.722,85. Hal ini disebabkan oleh faktor 

lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya anggaran dengan realisasi anggaran 

mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang kemah dan kurang matang. 

Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. 

Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini 

tidak diperhatikan: 

1. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir kedepan, danntidak 

memiliki wawasan yang luas. 

2. Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas. 

3. Tidak didukung oleh masyarakat. 

4. Dana tidak cukup. 

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang 

realisasi dan anggran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara 

angaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang 

telah disepakati antara legislatif dan ekskutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Berikut adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota medan tahun 

2021-2022: 
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Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 

Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Medan (2022) 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Pedoman dalam analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih ini adalah 

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 01 tentang penyajian laporan keuangan. 

Di paragraph 41 dan paragraph 42 dalam PSAP 01 yang mengatur tentang 

penyajian laporan saldo anggaran lebih. Setelah di analisis laporan perubahan 

saldo anggaran lebih pemko Medan ternyata telah sesuai dengan peraturan 
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pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 baik di paragraph 41 dan 42.  

Diketahui saldo anggaran lebih awal tahun 2021 sebesar 

Rp.622.430.887.156,83, dan saldo anggaran lebih awal tahun 2022 sebesar 

Rp.1.146.596.420.714,25. Untuk saldo anggaran lebih akhir tahun 2021 berada di 

angka Rp.1.146.596.420.714,25, dan saldo anggaran lebih di tahun 2022 sebesar 

Rp.548.544.830.563,08. 

Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran 

dan sisa kurang pembiayaan anggaran dari tahun anggaran yang lalu dan tahun 

anggaran yang bersangkutan (setelah tutup tahun anggaran) merupakan bumper 

penting dalam mengamankan anggaran pendapatan belanja daerah dan 

perekonomian Indonesia. 

Berikut adalah uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah 

Kota Medan: 

Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Pemerintah Kota Medan 
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c. Neraca 

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan adalah 

bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode 

akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada 

akhir periode tersebut. 

Fungsi laporan neraca pada intinya untuk menaksir kesehatan keuangan 

pemerintahan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan serta berfungsi untuk 

menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan pemerintahan. 

Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jenis neraca perusahaan, 

terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan yaitu jumlah aktiva baik 

berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal 

perusahaan.  Neraca memiliki 3 unsur yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. 

Dari hasil analisis laporan neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 

paragraph yang di analisis penulis ternyata neraca pemerintah kota Medan telah 

sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam 

PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pemerintah kota Medan sangat 

fokus dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyajian 

laporan keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2021/2022 dapat 

tersesuaikan dengan efektif dan efesien. 

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti, 

seringnya mengadakan pelatihan dengan cara pendampingan bagi para pejabat dan 

staff sehingga dapat tercapainya penerapan basis akrual secara penuh di 

Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2021/2022. Aplikasi SIMDA yang 

digunakan Pemerintah Kota Medan bukanlah suatu kendala untuk diaplikasikan 
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oleh SDM. 

Diketahui bahwa total aset  tahun 2021 yang miliki Pemerintah Kota Medan 

sebesar Rp.34.575.279.681.182,45, dan total aset tahun 2022 sebesar 

Rp.34.890.098.200.281,26. Untuk total ekuitas dan kewajiban pada tahun 2021 

berjumlah Rp.34,575.279.691.182,44, dan total ekuitas dan kewajiban tahun 2022 

sebesar Rp.34.890.098.200.281,26. 

 

Pada neraca, aktivitas dan pasiva harus selalu seimbang. Artinya, total nilai 

aktivitas harus sama dengan total nilai pasiva. Hal ini diperlukan agar neraca 

dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan 

pemerintahan.  

Sumber penyusunan neraca saldo adalah dari data buku besar. Dasar 

penyusunan neraca saldo atau langkah menyusun neraca saldo adalah diawali 

dengan nomor kode akun. Dilanjutkan dengan kolom baru yang berisi nama akun, 

aset, utang, modal, pendapatan, hingga beban.   
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Tabel 4.3 Neraca Pemerintah Kota Medan
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d. Laporan Operasional 

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan 

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas 

yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai SURPLUS/DEFISIT dari operasi 

Pemerintah Kota Medan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 300.087.414.676,34, 

dan pada tahun 2022 sebesar Rp.258.991.418.420,26. Hal ini menunjukkan pada 

tahun 2021 nilai dari operasi lebih besar dibandingkan tahun 2022. 

Pengertiansurplus/defisit menurut paragraf 8 PSAP 01, adalah lebih/kurang 

yang didapat dari selisih pendapatan dan belanja/beban selama satu periode 

berjalan. Dikatan surplus ketika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah 

belanja/beban yang dikeluarkan. 

Dampak dari kebijakan anggaran surplus yang dilakukan pemerintah adalah 

pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga secara perlahan jumlah uang yang 

beredar ini akan semakin kecil dan harga barang akan turun. Kebijakan anggaran 

surplus adalah belanja negara lebih kecil dibandingakan dengan penerimaan 

negara. 
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Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan 

e. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. 

Arus kas mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain: 



56 
 

 

 

1. Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukan dalam cash flow 

hanya yang bersifat tunai. 

2. Pemerintah hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel. 

Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan 

adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraph, 

yaitu paragraph 89 dan paragraph 90. Dari analisis laporan arus kas dipemerintah 

kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010. 

Berikut ini tabel laporan arus kas di pemerintah kota Medan. 

 

Dari laporan arus kas Pemerintah Kota Medan terlihat bahwa pada tahun 

2021 saldo kas awal bernilai sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan pada tahun 2022 

senilai Rp.1.146.596.420.714,25. Kemudian untuk saldo kas akhir pada tahun 

2021 yaitu sebesar Rp. 1.146.596.420.714,25, dan pada tahun 2022 sebesar 

Rp.548.728.638.137,08. 

Berikut adalah laporan arus kas dari Pemerintah Kota Medan selama periode 

2021 dan 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan 

 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menganalisis laporan perubahan ekuitas pemerintah kota Medan 

berpedoman pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dengan 2 
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paragraph yaitu paragraph 101 dan paragraph 102 yang menjelaskan bahwa 

laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos seperti ekuitas 

awal, surplus/defisit/LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang 

langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif 

perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, serta ekuita akhir dan 

entitas pelaporan yang menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam 

laporan perubahan ekuitas. 

Hasil analisis pada laporan perubahan ekuitas pemerintah Kota Medan, 

paragraph 101 dan paragraph 102 ternyata sama dengan laporan ekuitas pemerintah 

kota Medan. 

Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan 
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4.2 Pembahasan 

Untuk penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya 

pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang 

berlaku untuk tercapainya good governance dalam pemerintahan.  

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota 

Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nompr 71 Tahun 2010 sejak 

tahun 2015 hal ini dapat dilihat dari indikator dalam teori Simanjuntak (2010) 

tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan 

SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010 

yaitu sistem akuntansi, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang 

kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatasi 

dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan. 

Laporan keuangan pemerintah kota Medan sudah dinyatakan berbasis akrual 

yang di mana 7 laporan keuangannya sudah tertuang dalam peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 

1. Laporan Realisasi anggaran telah sesuai antara anggaran dan realisasi nya. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih telah sesuai dengan peraturan 

pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 yang tertuang dalam 

paragraf 41 dan 42. 

3. Dalam neraca aktivitas dan pasiva harus selalu seimbang yang di mana 

aktivitas harus sama dengan total nilai pasiva sehingga neraca pemerintah 

kota Medan telah sesuai dan relevan dengan peraturan pemerintah nomor 71 

tahun 2010 yang tertuang dalam PSAP 01 mengenai penyajian laporan 
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keuangan. 

4. Laporan operasional dari hasil wawancara yang saya lakukan pemerintah kota 

Medan memiliki nilai surplus atau defisit di tahun 2021 sebesar 

Rp300.087.414.676,34, dan pada tahun 2022 sebesar Rp258.991.418.420,26 

yang di mana menunjukkan pada tahun 2021 nilai dari operasi lebih besar 

dibanding tahun 2022 . Seperti yang tertuang dalam PSAP 01 paragraf 8 

dikatakan surplus ketika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah 

belanja yang dikeluarkan 

5. Laporan arus kas pemerintah kota Medan telah sesuai dengan pedoman di 

PSAP 01 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. 

6. Laporan perubahan ekuitas dalam paragraf 101 dan 102 pemerintah kota 

Medan menyatakan telah sesuai. 

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan kepala bidang pembukuan 

Muhammad Sayuti Harahap , SE.MM. memaparkan untuk mengatasi tantangan-

tantangan yang terjadi dalam penerapan sap berbasis akrual di sini kita semua 

komit harus menerapkan sap berbasis akrual ini dengan melakukan upaya-upaya 

seperti sering berkomunikasi dengan kementerian keuangan dalam negeri 

pengiriman beberapa staf atau pejabat khusus di bidang akuntansi untuk dilatih 

lagi dan diberikan wawasan mengenai akuntansi serta memberikan pelatihan 

teknologi sistem dan lebih memberikan arahan terhadap semua staf agar lebih 

bersosialisasi untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan sistem yang berlaku. 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan 



61 
 

 

 

yaitu sebesar Rp.6.522.123.770.774,00. Tetapi realisasi yang dicapai pemerintah 

Kota Medan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.023.080.346.608,29, kemudian di 

tahun 2022 menjadi Rp.5.499.340.586.722,85. Hal ini disebabkan oleh faktor 

lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya anggaran dengan realisasi anggaran 

mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang kemah dan kurang matang. 

Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. 

Fungsi laporan realisasi anggaran adalah untuk membandingkan dana yang 

digunakan di lapangan sengan recana pengeluaran di awal. Sebenarnya, tidak 

hanya pemerintah saja yang perlu membuat laporan ini, tapi perusahaan juga 

sangat direkomendasikan. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas 

tetap diperlukan agar kinerja operasi pemerintah daerah yang menggunakan basis 

akrual penuh tetap dapat dibandingkan kinerja aktualnya dengan anggaran yang 

disusun berdasarkan berbasis kas. 

2. Neraca 

Dari hasil analisis laporan neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 

paragraph yang di analisis penulis ternyata neraca pemerintah kota Medan telah 

sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam 

PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pemerintah kota Medan sangat 

fokus dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyajian 

laporan keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2021/2022 dapat 

tersesuaikan dengan efektif dan efesien. 

Diketahui bahwa total aset  tahun 2021 yang miliki Pemerintah Kota Medan 

sebesar Rp.34.575.279.681.182,45, dan total aset tahun 2022 sebesar 

Rp.34.890.098.200.281,26. Untuk total ekuitas dan kewajiban pada tahun 2021 
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berjumlah Rp.34,575.279.691.182,44, dan total ekuitas dan kewajiban tahun 2022 

sebesar Rp.34.890.098.200.281,26. 

Tujuan utama neraca akuntansi bisnis adalah untuk memberikan gambaran 

yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan, 

seperti pemilik perusahaan, investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya.  

Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada 

berbagai tingkat penjualan, membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio 

keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan”. 

3. Laporan Arus Kas 

Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan 

adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraph, 

yaitu paragraph 89 dan paragraph 90. Dari analisis laporan arus kas dipemerintah 

kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010. 

Berikut ini tabel laporan arus kas di pemerintah kota Medan. 

Dari laporan arus kas Pemerintah Kota Medan terlihat bahwa pada tahun 

2021 saldo kas awal bernilai sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan pada tahun 2022 

senilai Rp.1.146.596.420.714,25. Kemudian untuk saldo kas akhir pada tahun 

2021 yaitu sebesar Rp. 1.146.596.420.714,25, dan pada tahun 2022 sebesar 

Rp.548.728.638.137,08. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka untuk 

mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya 

pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang 
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berlaku untuk tercapainya good governance. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan masih kurangnya SDM yang 

memahami dan fasilitas yang disediakan masih kurang memadai di setiap daerah 

padahal aturan ini sudah berjalan selama 4 tahun lamanya sejak Tahun 2015. Oleh 

sebab itu, pemerintah daerah dan satuan perangkat daerah diwajibkan untuk 

menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.  

Laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan dapat dinilai 

bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan yang dibuat 

oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Pertauran Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010. Untuk kendala yang dihadapi seperti sistem akuntansi, resistensi, 

seerta lingkungan dan masyarakat telah mampu diatasi dengan baik oleh 

Pemerintah Kota Medan khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD). 

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan  oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Yunita Kurnia Shanti 

(2018) menunjukkan bahwa, Penerapan Basis Akrual pada penyajian kelima 

laporan keuangan telah sesuai dengan SAP di SKPD Ciputat Timur. 

Langelo, D. P. E Saerang, S.W. Aleca (2015) yang hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa belum di terapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 di Pemerintah Kota Bitung dikarenakan kendala dalam kesiapan berupa 
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SDM, serta perangkat pendukung yang belum teruji. 

 Amelia TIrta Yuningsih (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa, di Poltekkes Makssar telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan 

efektif baik dari sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya. 

Evelyn Novianti (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya 

menerapkan SAP berbasis akrual baik sistem akuntansi maupun penyusunan 

laporan keuangannya. 

E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan 

penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ini jelas artinya banyak 

kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratasi dengan 

baik sehingga penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang 

diharapkan sesuai sejak tahun 2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan 

belum dapat diterapkan secara efektf dan efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk 

pemerintah pusat maupun daerah untuk tercapainya pemerintah yang transparan 

dan akuntabel yaitu tertuang pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu ada 

beberapa kesimpulan yang penulis simpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kota Medan telah sesuai 

dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang terdiri dari 7 

laporan keuangan  

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

3) Neraca  

4) Laporan Operasional (LO) 

5) Laporan Arus Kas (LAK) 

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)  

2. Keuangan Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

3. Pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam menerapkan 

akuntansi berbasis akrual seperti, rendahnya SDM, resistensi perubahan, 
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lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat kendala yang rumit seperti 

adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota Medan dapat 

mengatasinya dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk 

mengemukakan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Medan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan khususnya Badan pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk lebih sering melakukan 

evaluasi terhadap peraturan dalam pemerintahan terkait akuntansi sehingga 

dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. 

2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk sering memeberikan 

pelatihan seperti bimbingan teknologi (BIMTEK) terkait kebijakan 

akuntansi dan sistem akuntansi yang digunakan seperti SIMDA kepada 

pegawai terutama bagian keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dan efektivitas SDM dalam pemerintahan dan akan meminimalisir 

permasalahan dalam penerapannya. 

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat memperluas lingkup 

dan cakupan penelitian terkait tentang analisis sistem akuntansi dengan 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010. 
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